
Lampiran 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR   :  PER-52/PJ/2009
TENTANG  : PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU
PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI
YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA
TETAP DI INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                KANTOR PELAYANAN PAJAK
          .....................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -

TENTANG

PENUNJUKAN ORANG PRIBADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK

PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri :
Nama : .............................
NPWP : .............................

memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas
Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2)
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- /PJ/2009 tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau
Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Menunjuk :
 Nama   : .............................
 NPWP  : .............................
 Alamat  : .............................
 sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, atas pembayaran sehubungan dengan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 82/PMK.03/2009; 

2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ...............



     Ditetapkan di ..............
     pada tanggal ..............
     a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
     KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

     ...............................
     NIP


